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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman wawancara untuk masyarakat yang hidup dilingkungan 

pesisir laut : 

a. Apakah bapak seorang nelayan ? 

b. Apa kegiatan bapak sehari-hari sebagai nelayan ? 

c. Ikan apa yang biasa bapak tangkap jika melaut ? 

d. Apakah disini pernah diadakannya kegiatan sosialisasi atau 

penyuluhan baik oleh pemerintah provinsi atau pemerintah 

daerah setempat ? 

e. Apakah bapak pernah melakukan penangkapan bibit lobster 

tanpa izin terlebih dahulu? 

f. Apa alasan dasar bapak melakukan penangkapan bibit 

lobster? 

g. Apakah bapak tidak tahu mengenai adanya larangan 

melakukan penangkapan bibit lobster tanpa adanya izin 

terlebih dahuliu? 

Pedoman wawancara untuk Dinas Perikanan Dan Kelautan 

Provinsi Banten : 

a. Bagaimana kewenangandinas kelautan dan perikanan sebagai 

lembaga pemerintah  dalam mengatur atau mengelola 

masalah eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di 

Provinsi Banten menurut kerangka otonomi daerah 

berdasarkan pasal 27 UU No.23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah? 

Bunyi Pasal 27  

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk 

mengelola sumber daya alam di laut yang ada 

di wilayahnya.  

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk 



mengelola sumber daya alam di laut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan 

pengelolaan kekayaan laut di luar minyak 

dan gas bumi 

b. pengaturan administrative 

c. pengaturan tata ruang 

d. ikut serta dalam memelihara keamanan di 

laut 

e. ikut serta dalam mempertahankan 

kedaulatan negara.  

 

b. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, bagaimana upaya 

dinas kelautan dan perikanan  dalam mengatur eksploitasi 

sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Banten? 

c. Apakah ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan 

dalam mengekspolitasi sumber daya perikanan dan kelautan 

kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal dipesisir 

pantai atau mereka yang mempunyai usaha dibidang 

perikanan? Jika ada seperti apa pelaksanaanya dan konteknya 

seperti apa? 

d. Jika ada pelanggaran mengenai eksploitasi ikan atau 

pencurian ikan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab itu 

proses penanganna seperti apa, dan bagaimana prosesnya? 

e. Apakah ada pengawasan khusus untuk melindungi terjadinya 

pelanggaran eksploitasi ikan? Seperti apa gambarannya. 

f. Apakah ada faktor pendukung atau penghambat dalam 

pelaksanaan kewenangan dinas kelautan dan perikanan dalam 

melakukan pengawasan tersebut? 
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Wawancara ke masyarakat pesisir laut (nelayan) 

 

 

 

 


